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Abstract 
 
Corporate Social Responsibility or Corporate social responsibility is a form of 
action that departs from the company's ethical engagement which is directed at 
improving the economy. The purpose of this study is to find out how the company's 
process in carrying out community empowerment through corporate social 
responsibility (CSR) programs in Cangkuang Village, the method used is a qualitative 
method using interactive model data analysis consisting of four components, namely 
data collection, data reduction, data presentation and Conclusion Withdrawal. The 
results of the study stated that the Corporate Social Responsibility (CSR) Program 
Implementation Process in Empowering Communities included 8 stages, namely: (1) 
Human Resources (HR). (2) Availability of Funds. (3) Education and skills. (4) 
Reduced Number of Poor People. (5) Public awareness of efforts to improve welfare. (6) 
Company Performance in Implementing Empowerment Programs. (7) Social 
interaction between the community and Corporate Social Responsibility (CSR). (8) 
Evaluation and Sustainability of the Empowerment Program. 
 
Keywords: Community Empowerment, Empowerment Process, Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
 
A. PENDAHULUAN 
Pemberdayaan masyarakat salah satu peran pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan bukan hanya meliputi 
penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. 
Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, 
keterbukaan dan tanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya 
pemberdayaan ini. pemberdayaan masyarakat merupakan kelembagaan yang 
dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang 
mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Di samping itu, kelompok 
keswadayaan masyarakat mengemban misi untuk menumbuhkan kembali 
 
ARTIKEL 
 
Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2018 2 
 
ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling 
bekerja sama demi kebaikan bersama.  
Sejak reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan tumbangnya rezim 
orde  baru, urusan pemerintahan tidak seluruhnya bergantung pada urusan 
pemerintah pusat, era reformasi tersebut melahirkan era ekonomi daerah yang 
memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan 
strategis dalam pembangunan daerah secara mandiri. Payung hukum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut pada awalnya diatur dalam 
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian di revisi menjadi Undang-
undang Nomor 32 tahun 2005, kemudian kembali di revisi menjadi Undang-
undang Nomor 23/tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah salah satu fungsi 
peneyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab 
pemerintah daerah adalah melaksanakan fungsi pemberdayaan. 
Pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan terhadap kelompok 
masyarakat, tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat 
dan daerah, namun menjadi tugas dan tanggungjawab dunia usaha, hal ini 
dikarenakan penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat di dalam 
politik. PT. Indoneptune mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang 
sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, PT. 
Indoneptune juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan 
sektor usaha lainnya serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan 
perdagangan. Kelompok usaha masyarakat perlunya aspek finansial yang 
menyangkut dukungan sejumlah dana agar dapat bersaing dengan usaha yang 
lain, upaya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat ini juga dapat 
dilakukan melalui pengembangan aspek non-finansial. Aspek non-finansial 
adalah kualitas tenaga kerja, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dukungan 
upaya teknis untuk meningkatkan keterampilan, akses ke pasar dan informasi 
juga dipercayai dapat berperan dalam pemberdayaan usaha ini. 
Selain pemerintah, tanggungjawab untuk melaksanakan pemberdayaan 
juga menjadi tanggungjawab bagi perusahaan atau swasta. Perusahaan tidak 
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hanya memiliki sisi tanggungjawab ekonomis. Perusahaan dalam 
melaksanakan kegiatan operasionalnya akan berinteraksi secara langsung 
maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Interaksi ini karena sumber-
sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan berasal 
dari ingkungan dan pada akhirnyadikonsumsi juga oleh lingkungan. 
Penerapan CSR (Corporate Social Rensponsibility) merupakan komitmen dunia 
usaha untuk terus dan beroperasin secara legal dan berkontribusi untuk 
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 
karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas 
lokal dan masyarakat secara luas. Fakta telah menunjukkan, bagaimana 
resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan perusahaan yang dianggap 
tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan adanya keyakinan bahwa 
keberlangsungan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan 
memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan 
lingkungan.  
Keberadaan Undang-undang Tentang Perseroan terbatas yang 
diharapkan mampu menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif, 
dimana perseroan terbatas (PT) sebagai suatu pilar pembangunan perekonomin 
perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. 
Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 ini 
salah satunya adalah untuk mendukung implementasi tanggungjawab sosial 
perusahaan pada lingkungan sekitar berdasarkan pada kesukarelaan. 
Tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
Selain itu Provinsi Jawa Barat juga memeiliki beberapa aturan tentang program 
CSR, diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Peraturan Gubernur 
Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi penyelenggaraan 
tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat. 
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Pada dasarnya CSR dapat dilakukan seperti menciptakan program yang 
berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan, pada konteks ini, program CSR yang dilakukan oleh PT. 
Indoneptune melalui pemberdayaan di masyarakat Desa Cangkuang kenapa 
karena Desa Cangkuang sangat tertinggal dari segi ekonomi dan pengetahuan 
untuk menjadi masyarakat yang mandiri datanya seperti yang penulis teliti di 
desa cangkuang banyak sekali yang tidak bekerja karena kurangnya 
pendidikan sehingga masyarakat Desa Cangkuang sangat tertinggal dari segi 
ekonomi.   
Pemberdayaan masyarakat salah satu peran pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan bukan hanya meliputi 
penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. 
Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, 
keterbukaan dan tanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya 
pemberdayaan ini. pemberdayaan masyarakat merupakan kelembagaan yang 
dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang 
mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Di samping itu, kelompok 
keswadayaan masyarakat mengemban misi untuk menumbuhkan kembali 
ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling 
bekerja sama demi kebaikan bersama.  
Sejak reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan tumbangnya rezim 
orde  baru, urusan pemerintahan tidak seluruhnya bergantung pada urusan 
pemerintah pusat, era reformasi tersebut melahirkan era ekonomi daerah yang 
memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan 
strategis dalam pembangunan daerah secara mandiri. Payung hukum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut pada awalnya diatur dalam 
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian di revisi menjadi Undang-
undang Nomor 32 tahun 2005, kemudian kembali di revisi menjadi Undang-
undang Nomor 23/tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah salah satu fungsi 
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peneyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab 
pemerintah daerah adalah melaksanakan fungsi pemberdayaan. 
Pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan terhadap kelompok 
masyarakat, tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat 
dan daerah, namun menjadi tugas dan tanggungjawab dunia usaha, hal ini 
dikarenakan penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat di dalam 
politik. PT. Indoneptune mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang 
sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, PT. 
Indoneptune juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan 
sektor usaha lainnya serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan 
perdagangan. Kelompok usaha masyarakat perlunya aspek finansial yang 
menyangkut dukungan sejumlah dana agar dapat bersaing dengan usaha yang 
lain, upaya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat ini juga dapat 
dilakukan melalui pengembangan aspek non-finansial. Aspek non-finansial 
adalah kualitas tenaga kerja, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dukungan 
upaya teknis untuk meningkatkan keterampilan, akses ke pasar dan informasi 
juga dipercayai dapat berperan dalam pemberdayaan usaha ini. 
Selain pemerintah, tanggungjawab untuk melaksanakan pemberdayaan 
juga menjadi tanggungjawab bagi perusahaan atau swasta. Perusahaan tidak 
hanya memiliki sisi tanggungjawab ekonomis. Perusahaan dalam 
melaksanakan kegiatan operasionalnya akan berinteraksi secara langsung 
maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Interaksi ini karena sumber-
sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan berasal 
dari lingkungan dan pada akhirnya di konsumsi juga oleh lingkungan. 
Penerapan CSR (Corporate Social Rensponsibility) merupakan komitmen dunia 
usaha untuk terus dan beroperasi  secara legal dan berkontribusi untuk 
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 
karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas 
lokal dan masyarakat secara luas. Fakta telah menunjukkan, bagaimana 
resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan perusahaan yang dianggap 
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tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan adanya keyakinan bahwa 
keberlangsungan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan 
memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan 
lingkungan.  
Keberadaan Undang-undang Tentang Perseroan terbatas yang 
diharapkan mampu menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif, di 
mana perseroan terbatas (PT) sebagai suatu pilar pembangunan perekonomin 
perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. 
Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 ini 
salah satunya adalah untuk mendukung implementasi tanggungjawab sosial 
perusahaan pada lingkungan sekitar berdasarkan pada kesukarelaan. 
Tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
Selain itu Provinsi Jawa Barat juga memeiliki beberapa aturan tentang program 
CSR, diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Peraturan Gubernur 
Jawa Barat No. 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi penyelenggaraan 
tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat. 
Pada dasarnya CSR dapat dilakukan seperti menciptakan program yang 
berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan, pada konteks ini, program CSR yang dilakukan oleh PT. 
Indoneptune melalui pemberdayaan di masyarakat Desa Cangkuang kenapa 
karena Desa Cangkuang sangat tertinggal dari segi ekonomi dan pengetahuan 
untuk menjadi masyarakat yang mandiri, datanya seperti yang penulis teliti di 
desa cangkuang banyak sekali yang tidak bekerja karena kurangnya 
pendidikan sehingga masyarakat Desa Cangkuang sangat tertinggal dari segi 
ekonomi.   
PT. Indoneptune Net Manufacturing merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang pembuatan jala atau jaring ikan, yaitu jala ikan, jala 
tanaman danjala binatang yang berkualitas. Sebagai bukti profesionalisme dan 
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tanggung jawab sosial perusahaan, Perusahaan Indoneptune Net 
Manucfacturing menyelenggarakan program CSR yang mencakup tiga area 
kritis, yakni kebutuhan dasar, pendidikan seperti Pemberian Bea Siswa kepada 
siswa-siswi berprestasi. Pemeberian Pembangunan Gedung sekolah di daerah 
perusahaan. Penyediaan tempat bagi pemagang dan pelatihan, serta 
pengembangan usaha kecil mikro. CSR yang diselenggarakan oleh Perusahaan 
Indoneptune Net Manucfacturing merupakan bagian dari strategic plan 
perusahaan, yang mana fokus pelaksanaannya berorientasi pada penciptaan 
pertumbuhan ekonomi melalui capacity building dan investasi masyarakat.  
Di wilayah Kabupaten Bandung terdapat banyak  pendirian perusahaan 
besar dan Industri, banyak PT yang berdiri di wilayah tersebut seperti 
diantaranya Industri tektil yaitu  PT. Kahatek, PT. Indoneptune, PT Sunson, PT 
Vonex, PT Kwalram dan lain sebagainya. Sudah semestianya setiap perusahaan 
atau industri bertanggung jawab kepada sosial ekonomi serta lingkungan di 
wilayah tersebut dan juga Menjalankan CSR dengan tepat dan Profesional. 
Banyak perusahan-perusahaan yang tidak menerapkan CSR dengan 
tepat dan baik,  namun PT. Indoneptune Net Manucfacturing menerapkan atau 
menjalankan program CSR dengan tepat. CSR yang diberikan kepada 
masyarakat sekitar perusahaan atau industri hanya sekedar pemberian 
santunan sukarela, seperti salah satunya sumbangan saat bencana alam. CSR 
bukan hanya sekedar memberikan mie instan atau sembangan dana kepada 
masyarakat, tetapi perusahaan yang baik harus mempunyai program CSR yang 
benar-benar dapat menunjang lingkungan, sosial serta kesejahteraan 
masyarakat yang bertempal tinggal disekitar industri.  
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT. Indoneptune Net 
Manucfacturing ini layak untuk dikembangkan agar apa yang di harapkan 
masyarakat bisa terwujud dengan baik. Harapannya sebuah pemberdayaan 
masyarakat sebagai pendekatan atau pertukaran sosial yang menjadi arus 
utama. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu gagasannya yaitu teori AGIL 
Talcott Parsons mengemukakan  empat fungsi penting untuk semua sistem 
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“tindakan”. Keempat fungsi ini terkenal dengan skema AGIL yang diyakini 
diperlukan oleh semua sistem. Parsons meyakini agar dapat tetap bertahan 
(survive) suatu system harus mempunyai empat fungsi ini (Ritzer 2008: 12). 
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memfokuskan kajian 
pada pemberdayaan masyarakat melalui Coorporate Social Rensponsibility (CSR) 
PT. Indoneptune Net Manucfacturing Rancaekek. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons  
Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui corporate social 
rensponsibility PT Indoneptune Net Manucafacturing Rancaekek ini dikaji 
dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dari Talcot Parson. 
Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya 
karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan 
mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu 
manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan 
dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang 
dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.  
Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan 
individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu 
terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur 
lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara 
normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. 
Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai 
kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa 
alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut 
dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan 
mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu 
dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang 
akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui 
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bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga 
ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan 
orientasi nilai. Perlu diketahui pula bahwa tindakan individu tersebut dalam 
realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana 
dikemukakan di atas. 
Teori fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat itu 
merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk 
keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi 
persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang 
menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai 
dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi 
adanya persyaratan fungsional.  
 
2. Konsep dan Teori Pemberdayaan  
   Teori pemberdayaan masyarakat searah dengan ungkapan subejo dan 
supriyanto (2004: 41) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang 
disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan 
,memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective 
action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan 
dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. 
Disinyalir pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat 
merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar 
mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama 
dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu 
keberlanjutan dan mempertahankan kearifan lokal. Searah dengan 
Adimihardja, (2008: 72). Kearifan lokal secara dominan masih diwarnai nilai-
nilai adat, seperti bagaimana suatu kelompokn sosial melakukan prinsip-
prinsip konservasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini tampak jelas 
pada prilaku mereka yang memiliki rasa hormat begitu tinggi terhadap 
lingkungan alam mereka yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
 
ARTIKEL 
 
Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2018 10 
 
kehidupannya. Dalam melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam  (SDA), 
sistem pengetahuan dan daya adaptasi penggunaan tekhnologi akan selalu 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam serta sistem distribusi dan 
pengalokasian hasil tersebut. Pendekatan ini jelas mempererat jalinan kepuasan 
semua pihak tanpa berlebihan (Nababan, 1995:411).  
Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable 
development  bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat 
utama serta dapat di ibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa menuju 
suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik. 
Lingkungan strategik yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain 
mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya 
pemberdayaan, warga masyarakat di dorongagar memiliki kemampuan untuk 
memanfaatkan sunberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlihat secara 
penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial, dan ekologinya. Ungkapan 
tersebut dapat disinyalir terdapat keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat 
dengan sustainable development.  
Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberadaan aparat 
pemerintah-masyarakat di kawasan industri PT. Indoneptune Net 
Manucfacturing Rancaekek searah dengan observasi peneliti yang terlihat 
adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan 
ekonomi keluarga penduduk Desa Cangkuang dan kurangnya pemerataan 
pembangunan, sedangkan faktor eksternal inilah ada pemerintah daerah yang 
memberikan biaya dan prasarana keperluan masyarakat. Tanpa mengecilkan 
arti dan peranan salah satu faktor tersebut, sebenarnya kedua faktor itu saling 
berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergik dan dinamik. Dari beberapa 
contoh kasus yang disebutkan itu, maka sebelumnya faktor internal sangat 
penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, namun juga 
perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya seperti keberadaan 
Patron yang telah menggagaskan pemberdayaan kepada masyarakat di 
kawasan ini.  
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3. CSR (Corporate Social Responsibility)  
 Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) tidak lahir begitu saja, akan 
tetapi melewati berbagai macam tahapan. CSR mulai terasa pada tahun 1950-
an. Pada saat itu, persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula 
terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. 
Buku yang bertajuk Social Responsibility of the Businessman karya Howard 
R.Bowen yang ditulis pada tahun 1953 merupakan literatur awal yang menjadi 
tonggak sejarah modern CSR. Bowen dijuluki “Bapak CSR” karena karyanya 
tersebut.  
 Setelah itu, gema CSR diramaikan dengan terbitnya “Silent Spring” yang 
ditulis oleh Rachel Carson, ia mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa 
betapa mematikannya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan. Tingkah laku 
perusahaan perlu dicermati terlebih dahulu sebelum berdampak menuju 
kehancuran. Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin 
berkembang dan mendapat perhatian yang luas. Pemikiran mengenai CSR 
dibahas lagi pada tahun 1966 dalam “The Future Capitalism” yang ditulis Lester 
Thurow, dilanjutkan pada tahun 1970-an terbitlah “The Limits to Growth” yang 
merupakan buah pemikiran cendekiawan dunia yang tergabung dalm Club of 
Rome, buku ini terus diperbaharui hingga saat ini (Wibisono, 2007). 
 Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan 
kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan 
Philanthropy serta Community Development (CD). Pada era 1980- an makin 
banyak perusahaan menggeser konsep Philanthropy kearah Community 
Development. Pada dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan 
beraneka ragam pendekatan, seperti pendekatan integral, pendekatan 
stakeholder maupun pendekatan civil society. Pada tataran global, tahun 1992 
diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Jenario Brazil, pertemuan ini menegaskan 
konsep pembanganan berkelanjutan Sustinable Development yang didasarkan 
pada perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial 
sebagai hal yang mesti dilakukan. Terobosan terbesar CSR dilakukan oleh John 
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Elkington melalui konsep “3P” (Profit, People dan Planet) yang dituangkan 
dalm buku “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business 
pada tahun 1998. Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannnya World 
Summit on Sustainable Development (WSSD) pada tahun 2002 di Johannesburg 
Afrika Selatan. Sejak saat itulah definisi CSR kian berkembang (Suharto, 2008) 
 CSR (Corporate Social Responsibility) adalah konitmen perusahaan atau 
dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan memperhatikan tangjung jawab social perusahaan dan 
menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 
ekonomi, social dan lingkungan. Menurut Irham Fahmi (2013), secara 
konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan 
mengintregrasikan kepedulian social dalam operasi bisnis mereka dan dalam 
interaksi mereka dengan para pengangkut kepentingan (stakeholders) 
berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan, pihak perusahaan harus 
melihat jika CSR bukan program pemaksaan tetapi bentuk rasa kesitiakawanan 
terhadap sesame umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari 
berbagai kesulitan yang mendera mereka.  
 CSR diterapkan kepada perusahaan maupun industri-industri yang 
beroperasi dalam kontek ekonomi global, nasional maupun local. Komitmen 
dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku 
perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut 
dua elemen kunci yaitu: pertama, Good corporate governance: etika bisnis, 
manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan 
dan keselamatan kerja. Kedua, Good corporate responsibility: pelestarian 
lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, 
perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan penghormatan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan lainnya (Sukada, 2007).  
 CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan 
yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan 
terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, 
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seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak 
tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, 
sumbangan untuk membangun desa/atau fasilitas masyarakat yang bersifat 
sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang 
berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah 
fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi 
kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya.  
 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Denzin dan 
Lincoln (2009:2) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian 
dalam beragam metode. Penelitian kualitatif dalam konteksnya secara alamiah 
mempelajari dengan berupaya memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat 
dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti). Untuk mengungkap 
bagaimana perubahan sosial yang terjadi akibat pola tanam maka, peneliti 
memerlukan partisipasi aktif, keterlibatan langsung dan berbasis pengalaman 
pada objek penelitian merujuk pada Denzin dan Lincoln (2009:417). 
Partisipatif kooperatif adalah penelitian yang digunakan untuk 
mengungkapkan data yang bersifat holistik, pluralis dan egaliter. Pilihan 
pendekatan kualitatif partisipatif kooperatif ini tidak lain digunakan untuk 
mencari kedalaman informasi bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui 
corporate social rensponsibility (CSR) PT. Indoneptune Net Manucfacturing 
Rancaekek.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses pelaksanaan program Corporate SocialResponsibility (CSR) dalam 
memberdayakan masyarakat dilakukan melalui 8 tahapan yaitu:  
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1. Sumber Daya Manusia (SDM)  
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting 
dalam organisasi, demikian pula dengan program pemberdayaan melalui 
corporate social rensponsibility (CSR) memerlukan sumber daya manusia dalam 
tahap perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian program. Warga masyarakat 
adalah pelaku utama, namun masih ada pelaku lainnya di Desa, Kecamatan, 
dan kabupaten hingga ke pusat yang masing mempunyai tugas dan fungsi 
sesuai sesuai dengan tingkatannya. Pelaku program pemberdayaan untuk desa 
cangkuang adalah pemimpin perusahaan sebagai pembina. 
2. Ketersediaan Dana  
Dana merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan 
sesuatun program kegiatan. Dana pemberdayaan bersumber dari perusahaan 
Pt. Indoneptune Net Manucfacturing dan swadaya masyarakat. Dana yang 
bersumber dari masyarakat hanya berupa material dan tenaga saja yang 
dianalogikan sebagai dana masyarakat, disumbangkan oleh masyarakat 
merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam mensukseskan proses 
program pemberdayaan tersebut, dan dengan demikian masyarakat merasa 
ikut memiliki dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaanya.  
Adapun dana tersebut digunakan untuk membiayai usulan kegiatan 
yang disepakati musyawarah desa dan merupakan prioritas utama pada 
kegiatan fisik (60%) karena keterbatasan dana, ada beberapa usulan kegiatan 
yang tidak dapat direalisasikan dan di tunda untuk tahun kegiatan berikutnya. 
Untuk kegiatan non fisik seperti usaha perekonomian contohnya ternak lele 
terpadu, perkebunan terpadu, program penegelolaan sampah rumah tangga 
dan bengkel terpadu.  Sedangkan kegiatan fisik seperti perbaikan jalan, 
perbaikan gedung-gedung sekolah dan perbaikan masjid. Pemberdayaan ini 
memprioritaskan pada sarana dan prasarana kpentingan umum, karena 
kegiatan tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam 
penyusunan rencana kegiatan harus memperhatikan ketersediaan dana atau 
besarnya anggaran yang dialokasikan.  
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3. Pendidikan dan keterampilan  
Salah satu tujuan pendidikan membangun kehidupan masyarakat, 
seperti membangun masyarakat agar mempunyai rasa tanggung jawab yang 
tinggi terhadap program pemberdayaan, terutama pembangunan yang 
diorientasikan di desa cangkuang. Pembangunan tidak akan berjalan sukses 
tanpa ada rasa kepedulian dan peran serta masyarakat secara menyeluruh.  
Agar proses pemberdayaan itu mendapat tempat dihati masyarakat, 
kesadaran warga yang tinggi dan mendalam. Salah satu cara yang efektif dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program 
pemberdayaan adalah melalui program pendidikan keterampilan yaitu 
meningkatkan pengetahuan masyarakat. Tingkat pendidikan formal 
masyarakat Desa Cangkuang kurang memadai dan untuk itulah sangat 
diperlukan mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk 
menambah pengetahuan mereka melalui pendidikan. Selain pendidikan 
formal, pendidikan non formal dilaksanakan berupa kursus keterampilan, 
peningkatan kader desa dan peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga 
disinyalir dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dan lembaga 
masyarkat, maka lebih mudah dalam proses pembinaan kesadaran masyarakat 
membangun diri pribadi, masyarakatvdan lingkungan sekitarnya uraian itu 
menunjukan bahwa, pendidikan mempunyai peran kesadaran masyarakat 
terutama dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui 
corporate social rensponsibility disinyalir selalu berhubungan dengan 
organisasi masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan 
seperti perbaikan jalan, ternak lele terpadu, pengelolaan sampah rumah tangga, 
dan perkebunan terpadu.  
Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi akan memberikan 
kelauaran suatu produk, baik berupa barang-barang maupun jasa. Dalam 
program pemberdayaan yang diinginkan sebagai keluaran mempercepat 
penangulangan kemiskinan. Adapun indikator keberhasilan dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan 
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Sumodiningrat (1999;183) yang ditandai dengan berkurangnya jumlah 
penduduk miskin, peningkatan pendapatan, peningkatan kemandirian 
kelompok, dan meningkatkan kapasitas masyarakat.  
Pada tahun 2016 dari 9.639 penduduk Desa Cangkuang terdapat 4.230 
dikategorikan miskin. Banyaknya penduduk yang dikategorikan miskin, adalah 
karena pendapatan kapita penduduk lebih rendah dari standar upah minimum 
yang demikian maka banyaknya penduduk Desa Cangkuang dikategorikan 
miskin. Pelaksnaan program pemberdayaan ini belum sepenuhnya mampu 
mengurangi angka kemiskinan. Namun demikian, adanya program 
pemberdayaan ini setidaknya dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan. 
Kecilnya penurunan angka kemikinan ini disebabkan oleh adanya krisi global 
yang melanda dunia   
4. Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan  
Program pemberdayaan adalah berorientasi kepada masyarakat miskin. 
Dalam setiap tahapannya masyarakat selalu dilibatkan, mulai dari sosialisasi, 
perencanaan, nusyawarah desa, pelatihan, pelaksanaan pembangunan dan 
pengelolaanya serta pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Karena pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melibatkan 
masyarakat, maka terjadi  peningkatan kepedulian terhadap usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat desa cangkuang. Wujud dari 
kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
cangkuang terlihat dari setiap tahapan kegiatan selalu mengikutsertakan wakil 
masyarakat desa cangkuang. Wakil masyarakat miskin juga ikut juga ikut 
dalam kegiatan sosialisasi musyawarah desa, pembangunan sarana dan 
prasarana juga menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu 
program pemberdayaan seperti ternak lele terpadu, perkebunan terpadu dll di 
desa cangkuang di maksudkan untuk meningkatkan masyarakat terutama 
dalam usaha upaya mendapatkan perekonomian yang cukup selain itu dengan 
pemberdayaan ini juga disertai dengan pembinaan oleh perusahaan terhadap 
masyarakat yang sudah mendapatkan pemberdayaan. 
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Pemberian modal usaha ini melalui pemberdayaan yang sudah 
diberikan ini dapat meningkatkan kemandirian kelompok dalam berusaha. 
Kemandirian ini dilihat dari berkembangnya usaha produktif anggota 
kelompok serta semakin luasnya interaksi dengan kelompok lain di dalam 
masyarakat. Program pemberdayaan berupaya meningkatkan kapsitas 
masyarakat dan pemerataan pendapatan terutama pendapatan keluarga Desa 
Cangkuang agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebuthan sosial 
dasarnya. Peningkatan kapasitas masyarakat ini ditandai oleh semakin 
bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat.  
5. Kinerja Perusahaan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan  
Perusahaan telah menggagaskan program nasional masyarakat, 
pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, 
pelaksanaan yang memperkuat kinerja perusahaan, dan kedua adalah 
sebaliknya terjadi pelaksanaan yang lemahkan kinerja perusahaan.  
Penggagas program pemberdayaan perusahaan dan masyarakat 
memiliki persfektif berbeda dalam memahami kinerja perusahaan di Desa 
Cangkuang Kecamatan Rancaekek. Demikian juga halnya masyarakat memiliki 
persfektif yang berbeda yang kadang-kadang berinteraksi dengan petugas CSR 
perusahaan. 
Pelaksanaan program pemberdayaan diterapakan petugas CSR dan 
memperlihatkan bentuknya dalam konteks pemberdayaan yang diberikan 
perusahaan itu di Desa Cangkuang, maka kedua kelompok kategori tersebut 
bekerja sendiri-sendiri. Hubungan petugas CSR dan masyarakat itu 
memperkuat kinerja CSR apabila terwujud dalam kinerja maksimal petugas 
CSR perusahaan PT. Indoneptune Net Manucfacturing. 
Pola hubungan itu dalam ikatan perusahaan-masyarakat memunculkan 
ikatan emosional, sehingga masyarakat tidak akan menyia-nyiakan 
kepercayaan perusahaan, sebab kinerja masyarakat berpengaruh langsung 
pada pemberdayaan itu. Hasil temuan dapat dituliskan hubungan perusahaan 
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dengan masyarakat diterapkan secara benar menurut tujuan pemberdayaan 
melalui CSR maka aspirasi masyarakat dalam program pemberdayaan. 
6. Interaksi Sosial Masyarakat dengan Corporate Social Rensonsibility (CSR)  
Sebagai sebuah organisasi/tanggung jawab sosial perusahaan, 
merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dengan sejumlah 
nirma sosial dan dengan lingkungan di dalam dan luar organisasi. Interaksi 
diantara CSR dengan masyarakat kemudian terjadilah pertukaran prilaku 
sosial,yang berhubungan dengan pemberdayaan. Melalui interaksi sosial, CSR 
itu memiliki karakteristik berbeda, dalam melakukan interaksi sosial dengan 
CSR sebagai pelaksana pemberdayaan melalui sejumlah pertukaran prilaku, 
CSR sebagai penggagas pemberdayaan sedangkan masyarakat sebagai 
pelaksanaan pemberdayaan merupakan sebagai perwujudan dari interaksi 
sosial yang berkarakteristik transaksi sosial dalam CSR itu, dilatar belakangi 
oleh adanya kedekatan secara psikologis antara CSR dan masyarakat, adanya 
saling pengertian dalam melihat nilai, prinsip maupun cara pandang 
kehidupan. Kesamaan nilai ideologi politik, maka saling pengertian ini 
membentuk rasa kepercayaan yang lebih tinggi terhadap masyarakat, 
kemampuan melaksanakan tugas, peningkatan kinerja dan pelaksanaan 
pemberdayaan.  
Pertukaran prilaku dalam CSR dipengaruhi oleh konfigurasi struktural 
dari keadaan internal dan eksternal CSR. Pada CSR perusahaan saling 
berinteraksi dalam suatu kepengaturan struktur yang menciptakan 
ketergantungan antara masyarakat dan CSR, CSR tampak mengemuka, tetapi 
oleh adanya kesamaan kepentingan, maka kepentingan itu melanggengkan 
kedudukan dan kekuasaan.  
7. Evaluasi dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan  
Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui program CSR PT. 
Indoneptune Net Manucfacturing dengan kajian evaluatif terhadap proses 
maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan 
masyarakat di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek menunjukan bahwa 
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proses pemberdayaan yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan 
pemberdayaan yang ditentukan dalam literatur pemberdayaan, hasil 
menunjukan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dijalankan belum 
berhasil mengubah tingkat kesadaran pelaku pemberdayaan dan pemahannya 
untuk turut serta berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Untuk 
mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya 
masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang dilakukan secara 
berkelanjutan dan terpadu.  
 
E. KESIMPULAN 
Proses Pelaksanaan Program Corporate Social Rensponsibility (CSR) Dalam 
Memberdayakan Masyarakat meliputi 8 tahapan yaitu: Sumber Daya Manusia 
(SDM), Ketersediaan Dana. Pendidikan dan keterampilan. Berkurangnya 
Jumlah Penduduk Miskin.  Kepedulian masyarakat terhadap upaya 
peningkatan kesejahteraan.  Kinerja Perusahaan Dalam Pelaksanaan Program 
Pemberdayaan. interaksi sosial masyarakat dengan Corporate Social 
Rensponsibility (CSR).  Evaluasi Dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan. 
Program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang diberikan PT. Indoneptune Net Manufacturing dengan mengutamakan 
prinsip Tripple Bottem (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). PT. Indoneptune juga 
menggunakan stategi dalam pelaksanaan CSR-nya yaitu dengan 
mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan pemngembangan 
masyarakat yang terdapat dalam lima pilar pembangunan (pilar pendidikan, 
ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan agama). Adapun dalam prakteknya 
program CSR untuk memperdayakan masyarakat disekitar perusahaan atau 
industri adalah sebagi berikut: Ternak Lele Terpadu, Perkebunan Terpadu, 
Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Bengkel Terpadu.  
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